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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ § Z /BKPSDM-2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belanja Langsung dilingkungan Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2020 serta mendapatkan Penyedia Barang/Jasa yang bekualitas, maka perlu dibentuk
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten,
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1956 Nomor 56) lis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957, (Lembarab Negara
Republik Indonesia 1957 Nomor 77, jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang —undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

11.

12,

1.3;

14,

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedomoan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansii
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4616);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah /Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terahkir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedomon Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuanggan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

: Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/lasa kegiatan dilingkungan Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dengan
susunan kepanitiaan sebagaimana dicantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Pejabat Pengadaan Barang/lasa Kegiatan dilingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

TSm0 a0 T

Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;

Menetapkan dokumen pengadaan;

Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang /jasa;

Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;

Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi dan pasca kualifikasi;

Melakukan evaluasi administrasi ,teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
Menetapkan penyedia barang /jasa;

Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati melalui Bagian
Pembangunan;

Memberikan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang /jasa kepada
Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran;



KETIGA

KE EMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan

dalam kepanitian ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 20 Januari 2020
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